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PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/PERMEN-KP/2018
TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan diperlukan
dukungan teknologi informasi yang berkualitas dalam
pemrosesan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi
pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

bahwa untuk memastikan dukungan yang memadai
maka diperlukan tata kelola teknologi informasi yang
berbasis risiko, handal dan terintegrasi yang meliputi
pengaturan mengenai sistem aplikasi, infrastruktur,
sumber daya manusia serta pengamanan data dan
informasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata
Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3683);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5603);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama
Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem
Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  di
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Menetapkan

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 317);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Tata Kelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut
Tata Kelola TI adalah kepemimpinan, struktur organisasi,
dan proses untuk memastikan bahwa pengelolaan
teknologi informasi berjalan dengan baik dan mendukung
strategi dan tujuan Kementerian.

2. Risiko adalah segala kejadian dalam setiap aktivitas yang
mungkin timbul karena faktor ketidakpastian, yang
mengandung potensi untuk menghambat pencapaian
tujuan Kementerian.

3. Informasi adalah data dalam segala bentuknya (input,
output, dan data terproses) yang digunakan oleh aktivitas
bisnis.

4. Aplikasi adalah adalah sistem dan prosedur yang telah

diotomasikan untuk memproses data menjadi informasi.
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Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut TI adalah
suatu teknologi yang mencakup perangkat Kkeras,
perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta teknik
manajemen sumber data yang membantu
mengumpulkan dan mentransformasikan sumber data
menjadi produk informasi serta menyebarkan informasi
tersebut ke pengguna.

Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya
disebut Insfrastruktur TI adalah teknologi dan fasilitas
(perangkat keras, sistem operasi, sistem manajemen
basis data, jaringan komputer, audio/video conference,
beserta lingkungan yang memfasilitasi dan
mendukungnya) yang memungkinkan pemrosesan
aplikasi-aplikasi.

Satuan Kerja adalah satuan organisasi yang memiliki dan
bertanggung jawab dalam pengelolaan proses bisnis yang
dijalankan melalui suatu sistem aplikasi sesuai dengan
lingkup kerjanya.

Masterplan Teknologi Informasi yang selanjutnya
disingkat MPTI adalah Rencana Jangka Panjang yang di
dalamnya memuat kolaborasi antara TI dan bisnis
dengan mendeskripsikan bagaimana sumber daya TI
akan memberi kontribusi pada sasaran strategis
organisasi.

Sistem Informasi adalah suatu sistem terpadu yang
terdiri dari aplikasi (perangkat lunak), infrastruktur
(perangkat keras), sumber data dan sumber daya
manusia, serta prosedur untuk mengumpulkan,
mentransformasikan, dan menyebarkan informasi dalam
suatu organisasi.

Project Steering adalah pejabat pengendali kegiatan TI.
Sistem  Manajemen Pengamanan Informasi yang
selanjutnya disingkat SMPI adalah pendekatan sistem
manajemen keamanan aset informasi, data/informasi,
terutama dalam konteks kerahasiaan, integritas dan

ketersediaan.
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